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esarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

Nilai jual tanah : 200 x Rp. 500.000.- "Rp. 100.000.000.-
Nilai jual bangunan : 100 x Rp. 900000.- "Rp. 90.000.000.-
Nilai Jual Objek Pajak Tanah danBangunan "Rp. 190.000.000.-
(Jumlah NJOP kurang dari Rp.200.000.000, penerapan tarif: 0,01%)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak "Rp. 15.000.000.-
Nilai Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak "Rp 175.000.000.-

"Rp 17500.-

sarnya Pajak Terutang PBS:
1% x Rp.175.000.000._

ntoh: 2

jib Pajak B mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas : 500 m2 dengan harga jual Rp.1.000.000/
m

2

Bangunan Rumah seluas : 350 m2 dengan harga jual Rp. 1.500.000/
m

2.
Pagar mewah seluas 150x2m dengan harga jual Rp.250.000/m2

B sarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

ilai jual tanah : 500 x Rp. 900.000.- = Rp.500.000.000._
ilai jual bangunan rumah :

50 x Rp. 1.500000.- " Rp.525.000.000.
ilai jual bangunan pagar mewah :

50x2x Rp.250.000._ = Rp. 75.000.000.
ilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan

ila; Jual Tanah dan Bangunan " Rp.1.100.000.000._
umlah NJOP kurang dari Rp.2.000.000.000 penerapan tarif' 0,1%)
ilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak " Rp. 15.000.000._
ila; Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak " Rp.1.085.000.000._
esarnya Pajak Terutang PBB :

1% x Rp.1.085.000.000._ "Rp. 1.085000.-

Co oh: 3

Wa b Pajak C mempunyai objek pajak berupa :

nah seluas : 1.000 m2 dengan harga jual Rp.4. 000.000/m2

ngunan seluas: 700 m2 dengan harga jual Rp. 2.000.000/
m

2.
gar mewah seluas 300 x 2m dengan harga jual Rp.350.000.l

m
2

T man mewah seluas 200m2 dengan harga jual Rp.250.000/m2

Bes nya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

- NI i jual tanah : 1.000 x Rp. 4.000.000.- " Rp.4.000.000.000._
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Nilai jual bangunan :

700 x Rp 2000000.- = Rp.1400.000.000.-
Nilai jual bangunan pagar mewah :

300x2x Rp.350.000.- = Rp.210.000.000.-
Nilai jual taman mewah :

200 x Rp.250000.- = Rp.50000.000- (+)
Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan

= Rp.5.660.000.000_
(Jumlah NJOP kurang dari Rp.10000.000.000 penerapan tari!: 0,2%)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.15.000.000.- (_)
Nilai Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak

Besarnya Pajak Terutang PBB :
0,2% x Rp.5.645.000.000._

= Rp.5.645.000.000._

= Rp.11.290.000.-

,

ntoh : 4

ajib Pajak 0 mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas : 1.500 m2 dengan harga jual Rp.6.000.000/m2

Bangunan seluas: 800 m2 dengan harga jual Rp. 2.000.000/m2.
Pagar mewah seluas 300 x 2m dengan harga jual Rp.350.000.lm2

Taman mewah seluas 200m2 dengan harga jual Rp.250.000/m2

B sarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

Ni/ai jual tanah : 1.500 x Rp. 6.000.000._ = Rp.9.000.000000._
ilai jual bangunan :

00 x Rp. 2.000.000.- = Rp.1.600.000.000._
ilai jual bangunan pagar mewah :

00x2x Rp.350.000- = Rp.210.000.000._
ila; jual taman mewah :

00 x Rp.250.000- = Rp.50.000.000.- (+)
ila; Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan

= Rp 10860000.000._
umlah NJOP Rp.1 0.000.000.000 atau lebih penerapan tarif: 0,3%)

ilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.15.000000._ (_)
ila; Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak

sarnya Pajak Terutang PBB :
3% x Rp.10.845.000.000._

= Rp.10.845.000.000._

= Rp.32.535.000.-
Ayat (2)

Cu p je/as
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Pasal9
Ayat(

Ayat(

Jangka waktu 1 ( satu ) tahun takwim/ kalender adalah dari 1 Januari
ampai dengan 31 Desember

arena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek
ajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang

erutang.

ontoh:

. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa tanah dan bangunan.
Pada tanggal 20 Januari 2013 bangunannya terbakar, maka pajak
terhutang tetap berdasarkan keadaan objek pada tanggal 1 januari 2013
yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.

Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa sebidang tanah tanpa
bangunan diatasnya. Pada tanggal 10 Juli 2013 dilakukan pendataan,
ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak
yang terutang untuk tahun 2013 tetap dikenakan pajak berdasarkan
keadaan pada tanggal 1 Januari 2013, sedangkan bangunan baru
dikenakan pada tahun 2014.

Pasa! 10
CUkup j as

Pasal11
Ayat(1 )

o lam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan Sural P"mb"rit"huan
o iek P"j"k untul< di j~j Udll ulKemOalikan kepada Oinas Pelayanan Pajak.Ayat(2)

Y 9 dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :

Je s, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam surat
pe beritahuan objek pajak ( SPOP ) dibuat sedemikian rupa, sehingga
tid menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun wajibpaj k sendiri.

Be r, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang
se narnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga
per lehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/ pertanyaan yang
ad ada SPOP.

len kap, berarti seluruh kolom isian yang ada pada SPoP harus diisi
ra lengkap.

p jelas



28

Pasa/12

Ayat(

urat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat
emberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak,
PPT dapat diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada
inas Pelayanan Pajak.

Ayat ( )

etentuan ayat ini memberi wewenang kepada Kepala Dinas Pelayanan
ajak untuk dapat menge/uarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
rhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagai
ana mestinya.
uruf a

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya,
walaupun sUdah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, Kepala
Dinas Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah secara jabatan , dan dikenakan sanks; administrasi sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

uruf b

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang
ada pada Dinas Pelayanan Pajak ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar. dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung
atas dasar SPOP yang disampakan oleh wajib pajak, Kepala Dinas
Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah secara
jabatan dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar
25% (dua puluh lima persen) dihitung dari selisih pajak yang
terutang

Pasal 13

Ayat (1)
P
di

P
P
ha

Ayat (2)

C
Ayat (3)

Cu

Pasal 14

Ayat(1)

ungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus
ksanakan oleh aparat pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan
ungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan adalah
ungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta,
s dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

up jelas

up je/as
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Ayat (
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ontoh:

pabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2013, maka jatuh
empo pembayarannya adalah tanggal31 Agustus 2013.

ontoh:

pabila SKPD diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2013, maka jatuh
mpo pembayarannya adalah tanggal31 Maret 2013.

Pasal 16

CUkup jela

ontoh:

pabila pajak terutang dalam SKPD sebesar Rp.90.000.000,00 (sembiJan
uluh juta rupiah) yang terbit pada tanggal 1 September 2013, berdasarkan
urat Keputusan Pejabat yang berwenang, telah disetujui pembayaran
ngsuran sebanyak 3 (tiga) kali selama (3) tiga bulan berturut-turut dengan

J mlah yang tetap setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,00 maka
rhitungan bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut :

Angsuran ke-1 (1 Oktober 2013):
2% x Rp.90.000.000,00 = Rp.1.800.000,00

Angsuran ke-2 (1 November 2013) :
2% x Rp.60.000.000,00 = Rp.1.200.000,00

Angsuran ke-3 (1 Desember 2013) :
2% x Rp.30.000.000,00 = Rp.600.000,00

Ayat (4)

C kup Jelas
Ayat (5)

C kup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)

C up Jelas
Ayat (2)

C up jelas
Ayat (3)

Cu up jelas
Ayat (4)

Da m hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang
tel ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa berdasarkan
Un ng Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan
Sur t Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19
Tah n 2000.
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Pasal 17
Ayat ( )

aal kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi
epastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat ( )

ukup jelas
Ayat (

ukup jelas
Ayat (

engakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan
esadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
elunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (

ang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara tidak langsung
dalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
tang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
ontoh:

Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuranlpenundaan
pembayaran.
Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi.

Pasal 18
Cukup las

Pasal1g

Ayat (1

Ayat (

eberatan terhadap SPPT dan SKPD harus diajukan masing-masing dalam
atu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

ukup Jelas

Ayat (4

Ayat (3

etentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada wajib
jak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta a/asan alasannya.

pabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi
eh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasannya (force mayeur) maka

t nggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk ~iperpanjang
eh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

kup Jelas

kup Jelas

kup Jelas


